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Peran merek merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis dalam dunia 

perdagangan. Semakin dikenal suatu merek akan turut berpengaruh pada reputasi 

produk yang dijual. Merek di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan pada pokoknya 

bahwa merek yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak 

diperbolehkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek 

terdaftar milik pihak lain. Namun Pasal tersebut tidak mengatur lebih lanjut terkait 

persamaan pada merek terdaftar pihak lain yang bukan merek terkenal untuk barang 

dan jasa atau klasifikasi barang tidak sejenis. Kasus sengketa merek pada klasifiksi 

barang tidak sejenis yang keduanya sama-sama bukan termasuk merek terkenal 

terdapat pada putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN.Niaga Mdn dan Putusan 

Nomor 161.K/Pdt.Sus-Hki/2023. Permasalahan sengketa merek pada klasifikasi barang 

tidak sejenis ini menimbulkan pertanyaan dapat tidaknya merek dibatalkan mengingat 

kelas dan barang yang ada berbeda dan frasa Pasal 21 UU Merek dan Indikasi 

Geografis dapat dibatalkan apabila memiliki barang dan jasa tidak sejenis dengan 

merek terkenal. Selain itu juga menimbulkan pertanyaan apakah sangketa antara kedua 

merek ini sudah sesuai dengan sistem perlindungan merek yang dianut oleh negara 

Indonesia. Sistem perlindungan merek sendiri secara teoritis terbagi menjadi dua 

macam yaitu sistem pendaftaran konstitutif dan sistem pendaftaran deklaratif.   

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pembatalan merek dagang MS Glow dan PS 

Glow ditinjau dari sistem perlindungan merek dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif 

(legal research) atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (library 

research). Selain itu, Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan menelaah seluruh undang-

undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. 

Adapun pendekatan kasus adalah pendekatan dengan menelaah kasus yang 

berkaitan dengan isu hukum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari 

putusan pengadilan. 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 

1. Pembatalan merek dagang PS Glow dan MS Glow di Pengadilan Niaga 

Surabaya telah menerapkan sistem pendaftaran konstitutif dengan prinsip first 

to file. Dalam hal ini, PS Glow seharusnya menjadi pemilik ekslusif merek 

tersebut untuk kelas 3 (kosmetik) karena terdaftar lebih dulu, sementara MS 

Glow terdaftar di kelas 32 untuk minuman serbuk dan di kelas 3 dengan nama 

yang berbeda. Meskipun Pengadilan Niaga Surabaya telah tepat menerapkan 

prinsip first to file, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak 

mempertimbangkan sistem pendaftaran konstitutif ini. Putusan kasasi lebih 

memfokuskan pada kurangnya bukti dari pihak PS Glow, adanya perkara 

terdahulu yang belum berkekuatan hukum tetap, dan kesepakatan damai 

antara kedua belah pihak. Akibatnya, meski secara prinsip first to file PS 

Glow seharusnya menjadi pemilik eksklusif merek untuk kelas 3, putusan 

kasasi justru membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya dan 

mengukuhkan MS Glow sebagai pemilik hak eksklusif atas merek tersebut. 

Kasus ini menunjukkan pentingnya kesesuaian antara pendaftaran merek 

dengan kelas barang yang diproduksi, serta urgensi mempertahankan 

konsistensi dalam penerapan sistem pendaftaran konstitutif di semua tingkat 

peradilan. 
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2. Pembatalan merek MS Glow dan PS Glow pada kasasi didasarkan pada 

iktikad tidak baik sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (3). Sedangkan Pasal 21 

ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak dapat digunakan 

sebagai dasar pembatalan merek lokal yang bukan merek terkenal sekalipun 

berada pada kelas barang yang berbeda. Pembatalan merek lokal pada kelas 

berbeda menurut analisis penulis didasarkan pada iktikad tidak baik yang 

diatur melalui Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi 

Geografis yang menyatakan permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon 

yang beriktikad tidak baik. Pada Pasal 21 ayat (3) menjelaskan bahwa 

pemohon yang beriktikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga 

dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau 

mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan 

kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan 

konsumen. Akibat iktikad tidak baik tersebut merek dapat dibatalkan dengan 

merujuk Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis. Pembatalan ini dikarenakan adanya unsur 

iktikad tidak baik sehingga dapat diajukan gugatan pembatalan. Poin penting 

dalam pembatalan pada kasus ini ialah putusan kasasi yang membatalkan 

merek ‘’PS Glow’’ tidak menerapkan sistem first to file, namun pengajuan 

dan pembatalan merek dalam sengketa ini dapat dilakukan karena telah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 
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ABSTRAK 

Permasalahan sengketa merek pada klasifikasi barang tidak sejenis seringkali 

terjadi sebagaimana kasus antara MS Glow dengan PS Glow. Kedua merek ini 

ialah merek lokal yang berada pada kelas barang tidak sejenis sedangkan 

pembatalan merek yang memiliki kesamaan dengan kelas barang berbeda hanya 

dikhususkan bagi merek terkenal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

pembatalan merek dagang MS Glow dan PS Glow ditinjau dari sistem 

perlindungan merek dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode pebelitian yang digunakan adalah 

penelitian normatif dengan tipe penelitian komparatif dan sifat penelitian 

preskriptif. 

 

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama. 

Pembatalan merek dagang PS Glow dan MS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya 

telah menerapkan sistem pendaftaran konstitutif. Namun sistem ini tidak 

dipertimbangkan dan diterapkan pada upaya hukum kasasi dikarenakan telah 

terjadi upaya kesepakatan damai antara PS Glow dan MS Glow. Meskipun 

demikian, secara sistem pendaftaran merek konstitutif dengan prinsip first to file 

maka pihak PS Glow seharusnya menjadi pemilik ekslusif merek tersebut. Kedua, 

pembatalan merek MS Glow dan PS Glow baik pada upaya pertama maupun 

kasasi didasarkan pada iktikad tidak baik yang diatur Pasal 21 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akibatnya 

merek dapat dibatalkan dengan merujuk Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembatalan sengketa 

merek ini berada pada kelas dan barang tidak sejenis serta keduanya bukan 

termasuk merek terkenal. Meskipun demikian pembatalan dapat dilakukan karena 

adanya unsur persamaan pada pokoknya. Poin penting pembatalan ini ialah upaya 

kasasi tidak menerapkan sistem pendaftaran merek konstitutif namun pembatalan 

tetap dapat dilakukan dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

 

Kata Kunci: Klasifikasi Barang, Merek, Pembatalan. 
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